Nomor : 29 Tahun 2004 Serie: D Nomor: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR  ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

; —D DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2001 tentang

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan

o Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang perlu ditinjau kembali:
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b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di
atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna  penyelenggaraan tugas pemerintahan,
administrasi, organisasi dan tata laksana serta
pemberian pelayanan administratif kepada seluruh
perangkat kabupaten;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Mengingat 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1850 jis
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat Il Magelang dari Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan Mungkid
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36),

2 Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang
pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1899 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3890);
3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1988 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
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4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

\:,. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerinlah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negzarz Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952), '

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambzhan Lembaran
Negara Nomor 4262);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasionz! c¢i Bidang
Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
60).

Dengan persetujuan

;’ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, STRUKTUR ORGANISAS! DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Magelang;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
Bupati adalah Bupati Magelang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang,
Sekretariat Daerah adalan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang,
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam sustu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifzt

mandiri.

al -V -

BAB 1l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang. ‘

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS! DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- '...' A
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Baagian Kedua
Tugas

Pasal A

Sekretariat Daerah mempunyai lugas membantu  Bupati  dalam
elaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrass,
organisasi dan lata laksana serta memberikan pelayanan adrunistratf

kepada seluruh perangkal kabupaten

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal §

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal £
Sekretanat Daerah menyelenggarakan fungsi:

2. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
c. pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintah kabupaten,
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas fungsinya.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, meliputi :
a Sekretaris Daerah,
b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan,
terdir dari;
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan,
a) Sub Bagian Otonomi Daerah,
b) Sub Bagian Pemerintahan Umum,
c) Sub Bagian Pertanahan
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C.

2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan;

a) Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan,
b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi;

c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan.
Bagian Hukum, membawahkan;

a) Sub Bagian PerUndang Undangan,

b) Sub Bagian Bantuan Hukum;,

¢) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Organisasi dan Aparatur, membawahkan,
a) Sub Bagian Analisa Kelembagaan;

b) Sub Bagian Ketalalaksanaan dan Kinerija;

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pembangunan,
terdiri dari,

1L

Bagian Perekonomian, membawahkan;

a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian,

b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;

c) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan
Perbankan.

Bagian Pembangunan, membawahkan;

a) Sub Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana;

b) Sub Bagian Pembangunan Sosial dan Budaya;

c) Sub Bagian Pembangunan Ekonomi;

Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan;

a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Sub Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

¢) Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Generasi Muda
dan Perempuan.

d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari;

L hﬁu.rin—..‘-’t'n‘ .rr kT
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Bagian Informasi dan Komunikasi, membawahkan;

a) Sub Bagian Informasi;

b) Sub Bagian Dokumentasi;

c) Sub Bagian Komunikasi dan Peranserta Masyarakat.
Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi,
membawahkan;

a) Sub Bagian Tata Usaha;

b) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi:
¢) Sub Bagian Keuangan,
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3. Bagian Umum dan Protokol, membawahkan,
a) Sub Bagian Rumah Tangga,
b) Sub Bagian Perbekalan;
c) Sub Bagian Protokol

e. Kelompok Jabatan Fungsional

»

(2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ¢, gan d
berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

(3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang
bersangkutan.

(4) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebsgaimana
terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisshkan dari
Peraturan Daerah ini.

G Pasal 7

Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaniat
Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Asisten Sekrelaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan mempunyai
tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam rangka
koordinasi perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi bidang lata pemerintahan, pemerintahan desa, hukum serta
organisasi dan pendayagunaan aparatur, \
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Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan, menyelenggarakan
fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan
pengembangan olonomi daerah, pemerintahan umum dan pertanahan;

b. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan
pengembangan desa dan lembaga pemerintahan desa, pembinaan
perangkat dan administrasi desa serta pengelolaan pendapsztan dan
kekayaan desa;

c. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan
penyusunan perUndang Undangan daerah, pemberian bantuan hukum
dan pembentukan badan hukum serta pelayanan informasi dan
dokumentasi produk-produk hukum:;

d. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
seria penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan
pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan
peningkatan kinerja perangkat daerah serta pendayagunaan aparatur
daerah.

Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi pengembangan otonomi daerah, pemerintahan umum dan

pertanahan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian
Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pelaksanaan kewenangan daerah, tugas
pemerintahan di kecamatan, pengembangan kawasan perkotaan serta
kependudukan;,

b. penyusunan pedoman dan petunjuk leknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi hubungan antar lembaga eksekulif dan
legislatif, kerjasama antar daerah dan atau pihak keltiga, tugas
pembantuan serta tugas inslansi vertikal di daerah,

¢. penyusunan pedoman dan pelunjuk leknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi bidang pertanahan. '

Pasal 12

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanzkan penyiapan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan
dan pelayanan administrasi pelaksanaan kewenangan daerah, tugas
pemerintahan di kecamatan, pengembangan kawasan perkotaan sena
kependudukan.

Pasal 13

Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tsknis sena
penyelenggaraan dan pemberian pelayanan administrasi hubungan antar
lembaga eksekutif dan legislatif, kerjasama antar daerah dan atau pihax
ketiga, tugas pembantuan serta tugas instansi vertikal di daerah.

Pasal 14

Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pemberian pelayanan administrasi bidang pertanahan.
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Pasal 1&

Bagian Pemerintaban Desa mempunyai lugas melaksanakarn penyusunan
pedoman dan pewnuk lekris serla penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi pengembangan desa dan pembtinaan kelembtagaan desa .
pembinaan oelaksaraan otonomi desa, pengembangan kemampuan ‘
aparatur  dan  pengalolaan  administrasi  pemerntahan desz  sena
pengelclaan pendapatan den kekayaan desa

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Bagian
Pemenntahan Desa menyelenggarakan fungsi :

e. penyusJdnan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan
dan pemberian pelayanan administrasi pengesmbangan desa dan
pembinaan kelembagaan cesa; )

b. penyusunan padoman dan petunjuk teknis serta penyelenggarazn
pembinaan pzslaksansan ot.aomi desa;

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelencgaraan
dan pelayanan administrasi pengembarngan kemampuan perangka:
desz dar atau anggola kelembagaan desa serta pengelolazn
admnistrasi pererintahan desa;

d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelencgaraan
dan pelayanan administrasi pengelolaan pendapatan dan kekavaan

desz.

Pasal 17

Sub Bagan Pengembangan dan Kelembagaan mempunyai tugas
melaksangkan penyiasan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
serla penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pengembangan desa
dan pembinaan kelerbagean desa serta membina pelaksanaan otcnomi
oesa ; i
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Pasal 12

Sub Bagian Perangkat dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelunjuk takniz serta
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pergambangan kemampuan
aparal dese dan anggota kelembagaan desa serla pengelolaan
edministrasi pemernmahen desa

Pasal 1¢

Sub Bagien Pendapatan dan Kekayaan mempunyal tugas relaksarakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelunuk tekriz seria
penyelengaaraan can pelayanan adminisirasi pengelolaan pendapatan dan
kekayaan desa.

Pasal 20

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksana<an penyusunan pecoman dan
petunjuk teknis serra penyelenggaraan dan pelayanan administrasi
perumusan produk hukum daerah, penyusunan rancanga" procuk hukum
gasrzh, telagahan hukum, pemberian bantuan hukum serta sosizslisas: dan
dgokumentasi preduk-produk hukum.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bagian
Hukum menyelenggarakan fungsi :

2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi perumusan, penelaahan, pengevaluasian dan
penyusunan rancangan produk hukum daerah;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi penyelesaian masalah hukum dan pembderian
bantuan hukum,;

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi
produk-produk hukum.
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Pasal 22

Sub Bagian PerUndang Undangan mempunyai tugas melaksarakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelunuk teknis serta
penyelenggaraan dan  pelayanan administresi peruriusan, penelaahan
can pengevaluasian serta pervusunan rancanc an produk hukum daerah,

Pasal 23 .

Sub Bagien Bantuan Hukum mempunyai fugas melaksanaxan penyiapan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggarasn
can pelayanan administrasi peryeesaian rasalal “ukum dan penderian

bantuan hukum.

Pasal 24
Sut Bagian Dokumeantasi Hukum mempunys: iugas melaksaraken
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan gsluinuk te«riz sera

penyelenggaraan dan pelayanan adminisiras: oeiaksar aan sosialisas: dan
dokumentasi preduk-produk hukum.

Pasal 25

Bagian Organisasi dan Aparalur mempunyai tucas melaksarakan
penyusunan pedoman dan petunjuk leknis serta penyelenggarean can
pelayanan administrasi pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kinerja perangkat daerah serta pendayagunaan aparatur dserah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian
Organisasi dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi penyusunan analisa jabatan can penataan
kelembagaan perangkat daerah;

TRy S
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b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan adminisirasi penatlaan sistem, metode, prosedur kera dan
peningkatan kinerja perangkal daerah,

C. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serla penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pendayagunaan aparatur dasrgh dan
penge olaan lata usaha kepegawaian Sakretarial Daeran

Pasal 27

Sub Bagian Analisa Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan
penyigpan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk le<nis sera
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi penyusunan angl s2 jabatan
dan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 28

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja mempunyai tugas melaksarakan
penyiepan bahan penyusunan pedoman dan petunuk ts«<nis sera
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi penataan sistem, metods
prosedur kerja dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Pasal 29

Subt Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas melaksanaxan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tesnis sera
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pendayagunaan aparatur
daerah dan pengelolaan tata usaha kepegawaian Sekrelariat Daerah.

Pasal 30

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pembangunan mempuJnyai
tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam rangka
koordinasi perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan
administrasi bidang pengembangan perekonomian, pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan rakyat.
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Pasal 31

Dzlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Asistan
Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Pembangunan, menyelenggarakan
fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi keciatan
pembinaan sarana perekonomian, produksi daerah, Badan Uszha Milik
Daerah dan perbankan:

b. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penvelenggaraan dan pelayanan administrasi  keciatan
pembangunan bidang fisik dan prasarana. sosial dan budaya sera
perekonomian;

c. Pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk tsknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegistzn
pembinaan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesejanterzan
sosial, «etenagakerjaan can transmigrasi serta pembangunzan
kesshalan, Pemberdayaar Generasi Muda dan Perempuan.

Pasal 32

Bagian Perekonomian mempunyai tugas relaksanakan penyusunan

pedoman dan pelunjuk teknis serta penyelenggaran dan pelayanan
administrasi pembinaan sarana perekoromian, produksi daerah, Badan

Usaha Milik Daerah dan perbankan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Bagian

Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah, perhubungan, kepariwisataan, perindustrian dan
perdagangan serta pertambangan dan energi;

Wit v i '.I‘IJ e
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b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pengermbangan procuksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan  dan
perikanan serta Sumber Daya Alam;

C. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan adminictrasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan
perbankan

Pasal 34

Sub Bagien Bina Sarana Perekonomian mempurya tugas relakszsrakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelunjuk te«nis sena
pelayeran acminstrasi pengembangan koperasi, usaha kecl dan
manengah, <epariwisataan, perhubungan, perindustrian. perdagangan
serte pertembangan dan energi.

Pasal 35

Sub Bapian Bina Procuksi Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyiegpan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk te<nis seria
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pengemtangan produks:
periznian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan,
peternzkan dan perikanan serta Sumber Daya Alam.

Pasal 36

Sub Bagizn Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis serta periyelenggaraan dan pelayanan administrasi pengembangan
Badan Usaha Milik Daerah dan perbankan.

Pasal 37

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan administrasi penyelenggaraan
analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang fisik dan
srasarana, sosial dan budaya serta perekonomian.
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Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bagian

Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan padoman dan petunjuk leknis, pelayanan administrasi,
panyelenggaraan analisa, moniloring, evaluasi dan pelaporan
pembengunan bidang perhubungan. kepariwisalaan, permukiman,
penataan ruang, pertanahan dan pekerjaan umum,

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan administrasi,
penyelenggaraan analisa, moniloring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan bidang sosial, pendidikan dan kebudayzan,
keolahragaan, pemerintahan, kesehatan, kependudukan dan
ketenagakerjaan;

c. penyusunan padoman dan petunjuk teknis, pelayanan administrasi
penyelenggaraan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaperzan
pembangunan bidang pertanian, peternakan dan perikanan, kenutanan
dan perkebunan, perinduslrian dan perdagangan, perkopsrasian
penanaman modal, lingkungan hidup sera periambangan dan energi.

Pasal 3¢

Sub Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana mempunyai tugss
melaksanzkan penyiapan bahan penyusunan pedcman dan petunjuk teknis,
pelayanan administrasi serta penyelenggaraan analisa, maonitoring,
evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang  perhudungan,
kepariwisatazn, permukiman, penataan ruang, pertanahan dan pekerjaan

umum.
Pasal 40

Sub Bagian Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan
administrasi serla penyelenggaraan analisa, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pembangunan bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan,
keolahragaan, pemerintahan, ' kesehatan, kependudukan  dan
ketenagakerjaan,
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Pasal 41

Sub Bagian Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas rnelaksanakan

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan
administrasi serla penyelenggaraan analisa, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pembangunan bidang pertanian, peternakan dan perikanan,

9 kehutenran dan  perkebunan, perindustrian  dan  perdagangan,
perkoperasian, penaraman modal, lingkungan hidup serta pertambangan
dan eneiqQi

Pasal 42

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk leknis serta penyslenggarzan dan
pelayeanan administrasi pembinaan keagamaan, pendidkan dan
kebudayaan. kesejahteraan scsial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sera
pembangunan kesehatan, pemberdayaan generasi muda dan perempuan

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Bagian
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

' pelayanan administrasi pembinaan keagamaan, pendidikan dan
- kebudayaan;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi pembinaan kesejahteraan sosisl,

kelenagakerjaan dan transmigrasi ;

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pembangunan kesehatan, pemberdayaan
generasi muda dan perempuan.

Pasal 44

Sub’ Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
seria penyelenggaraan dan pelayanan administrasi pembinaan keagamaan,

pendidikan dan kebudayaan
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Pasal 45

Sub Bagian Sosial, Kelenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
serle  penyelenggaraan dan  pelayanan  administrasi  pembinaan
kesejahleraan sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 46

Sub Begian Kesehatan, Pemberdayaan Generasi Muda dan Perempuan
mampunya! tugas melaksanakan penyiapan bahan oenyusunan pedoman
dan petunjuk leknis serta penyzslenggaraan dan pelayanan administrasi
pembangunan kasehzlan, pemberdayaan generasi muda dan perempuan

Pasal 47

Asisten Sekrstaris Daerah Bidang Adminisirasi Umum mempunyai tugas
membantu pelaksanaan iugas Sekretaris Daerah dalam rangka koordinasi
perumusan kebi:akan, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang
informasi dan komunikasi, umum dan keuangan serta rumah tangga dan
perbskalan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Asistan
Sekretaris Dzerah Bidang Administrasi Umum, menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serfa penvelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan
pengeiolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi pemerintah daerah
serla pemberdayaan kelompok sosial dalam rangka pemberdayaan
masyarakat di bidang informasi dan komunikasi;

b. pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serta penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kegiatan bidang
tata usaha pimpinan, urusan sandi dan telekomunikasi serta urusan
keuangan Sekretariat Daerah;
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c. pengkoordinasian penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis
serla penyelengoarnan dan pelayanan administrasi urusan rumah
tangoe, perbekalan can keprotokolan Sekretariat Daerah.

Pasal 4¢

Q Bagian Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas relaksarakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serla penyelenggarzan dan
pelayanan edministrasi pengelolaan informasi, komunikasi  dan
dokumentasi  pemerintah daerah serta pemberdayaan kelomrpok sosial
dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan
komunikasi

Pasal 50

Dala?n melaksanakan tugas sebagaimena dimaksud pada Pasal 48, Bagian
Informasi dan Komunikasi menyelenggara<an fungsi :

a. penyusuran pedoman darn petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pengumpulan dan penganalisaan bahan
informasi serta pelaksanaan penyasbaran informasi pemerintahan
dasrah;

b. penyusuran pedomen dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi pengelclaan dokumentasi pemerintah daerah
-f_. dan pengelolaan perpustakaan pegawai,

c. penyusuran pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pembinaan usaha penerbitan dan perfikman,
pelayanan informasi umum yang bersifat stationer serta pemberdayaan
kelompok sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang
informasi dan komunikasi

Pasal 51

Sub Bagien Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pelayanan administrasi pengumpulen, penganalisaan bahan informasi dan
. pelaksanaan penyebaran informasi pemerintahan daerah.
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Pasal 52

Sub Bagian Dokumentasi mempunyal tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan
dan pelayanan administrasi pengelolaan dokumentasi pemerintan daerah
dan pengelolzan perpustaksan pegawz|

Pasal 53

Sub Begian Komunikasi dan Peran $erla Masyarakal mempunyai tugas
majaksanzkan penyiaoan bahan senyLsunan pedoman dan petunLi teknis
serta penyelenggeraan dan pelayanan administrasi pembinazn usana
penerbilan dan perdilman, pelayanan informas: umrum varg bersifat
stationer serta pemberdayazn kelompok sosial dslam rangka
pemberdayaen masyarakat di bidang informasi dan komunikasi.

Pasal 54

Bagian Tatz Usahz Sand dan Telekomunikasi mempunya: tugss
mzlaksangkan penyusunan pedoman dan pelunjuk teknis  serzs
penyelenggaraan can pelayanan administrasi bidang teta usaha pimginan.
urusan sandi din telekomunikasi serta urusan keuargan Se«rstanat
Daerah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Bagizn
Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pengelolaan urusan ketatausahaan pimpinan
daerah dan Sekretariat Daerzh;

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pelayanan adminisirasi urusan keuangan Sekretariat Daerah;

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan

pemberian pelayaran administrasi penerimaan dan pengiriman berita,
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan berita sandi
dan telekomunikas'.
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Pasal 56

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk leknis serta penyelerggaraan dan
pelayanan administrasi pengelolaan urusan ketalausahaan pimpinan

caarah dan Sekretariat Daerah.

Pasal 57

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan pecoman dan petunjuk teknis sarta perniyelanggaraan dan
pelayanan administrasi urusan keuangar Sekratariat Daerah

Pasal 5&

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melsksarakan
penyispcan bahan penyusunan pedoman dan pelunjuk teknis sertz
penyelengaaraan dan pelayanan adminislrasi penerimzan dan gengirman
berite, pameliharaan sarena dan prasarana serta pengamanzan beritz send
can telekomunikasi.

Pasal 59

Bagian Umurn dan Protokol mempunyai lugas melaksanakan psnyusunan
pedomzn dan pewnjuk teknis serta penyelenggeraan dan pelayanan
zdministrasi pengelo.aan wurusan rumah tfangga, peroekalan dan

«eproto<olan Sekretariat Daerah.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Bagian

Umumn dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan adminisirasi urusan keamanan dalam serta pemeliharaan
géedung dan lingkungan Sekretariat Daerah ,

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi pengelolaan barang-barang inventaris serta
pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas Sekrelariat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner



22

C. penyusunan pedomen dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi urusan keprotokolan pimpinan daerah dan
Sekretarial Daerah

Pasal 61

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan .
bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknie serta penyelenggaraan G
dan pelayanan administrasi urusan keamanan dalam serta pemeliharaan
gedung dan lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 62

Sub Bagian Perbekalan mempunyai tugas melzksanekan penyiapan bahan
perumusan pedoman dan petunjuk teknis serla penyelenggaraan dan
pelayanan  administrasi  pengelolaan  barang-barang  inventaris,
pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah.

Pasal 63

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan pecoman dan petunjuk teknis serta penyelenggaraan dan
pelayanan administrasi urusan keprotokolan pimpinan dzserah dan
Sekretariat Daerah.

Pasal 64

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai
tugas melaksanakan sebagian !ugas teknis Sekretariat Daerah
sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,

(3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Sekretaris Daerah
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
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Pembinaan terhadap ltenaga dalam Jabatan Fungsional pada
Sekretariat Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang

Undangan yang berlaku.

(4)

BAB IV
Lol TATA KERJA

Pasal 65

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebiakan
yang ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 66

Dzlam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jzabztzn
Fungsional pada Sekretarial Daerah wajib menerapkan prinsip, koordinasi,
integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

" FPasal 67

Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah akan diatur
leoih lanjut dengan Kepulusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif
paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
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(2) Dengan berlakunya Peratutan Daerah ini, maka ketentuan yang
dimuat dalam Fasal 3 huruf b angka 3, Paragraf Kelima pasal 20,
21, 22, 23 dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 1€ Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Struklur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Magelang serta Pergluran Daerah Kabupatan Magslang Momor 28
Tahun 2001 tentang Perubshan Pertama atas Peraluran Daerzh
Kabupaten Magélang Nomor 17 Tahun 20C0 tentang Permbentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Strukiur Organisas: Saeretariat
Daerah Kabupzaten Magelang dinyataxan dicabu: dan tidak berlaku

l2oi.
Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengstahuinya, memerintzn«an
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempziznnyz dzam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelana.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYQTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas
Ttd.

: HARTONO
Wakii Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 29. SERI D NOMOR 1
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PENJELASAN

PEPATURAN DAERAH KABUPATEN MAGEILANG
NOMOR 16 TAHUN 2004

' TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS ,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KEF.JA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGIEELANG

L PENJELASAN UMUM

Pembenlukan, Koccuduskan, Tugas, Fungsii  Struksas
O-ganisas: dan Tata Kerja GLekretariat Dzerah i meripikzn
tindaklanjul dari ketenluan yang diananatkan oleh Feratuzn
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 "entarg Pedjoman Orgcan sasi

Perangkat Daerah.
. Pengaturan kelembagaan Sekietarizt Dlasrah iri Jidasakan
padz hasil eveluasi terhedap penyelenggaasn bigés

pemerintahan, administrasi, organisasi da) talllaksane tsera
pelayananan administratif kepada selurah perangkal da»eh varg
selama ini telah diselerggarakan oleh Sekratatial Daeran .

Dengan Penelapan Pembertular, Keduiular, Tugas
Fungsi, Strukiur Organisasi dan Teta Kaga Sewetaral i
dinarapkan akan lepih meningkalkan caya gura dan hasl gura
serta lebih meningkatkan mutu pélayanan peny-3le o araan ges
pemerintahan, administrasi, organiasi da) taldassing sera
pemberian pelayanansn administral f kegada seluun peargiut
daerah. '

Ak
Bl T T
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Ayat (1)
Ayat (2)
Pasal 4
Pasel 5

Paszl 6
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Cukup jelas,
: Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal 18

Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43

Cukup j2'as

Cukup jelas.
Cukup jalas.

Cukup jelas

Cukup j2las.

Cukup jelas

Cukup j2las

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jalas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup j2las.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 45
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Ayat (1)
Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
. Cukup jelas.
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Ayat (3) . Cukup jelas..

Ayat (4) : Cukup jelas.

- Pasal 65 . Cukup jelas.
Pasal 66 . Cukup jelas.
Pasel 67 : Cukup jelas.
PPasal 63

Ayat (1) :  Cukup jelas.
Ayat {2) : Cukup jelas.
Pasal 59 . Cukup jelas.

PENJELASAN TAMBAHAN

Bzhwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rzpat Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei
sampai dengan 23 Juni 2004 dan Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28
Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwzkilan Rakyat
Dzerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan
Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Magelang, tanggal 28 Juni 2004,

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknjs SJDI Hukum Setda Kab.Magelang
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